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PENGANTAR PENULIS

Buku dengan judul “Inklusi Keuangan dalam 
Persimpangan Kohesi Sosial dan Pembangunan 
Ekonomi Berkelanjutan” merupakan lanjutan dari buku 

edisi pertama yang telah terbit dengan judul “Studi Komparatif 
Inklusi Keuangan di Kabupaten Jember dan Bondowoso: 
Identifikasi Penyebab dan Strategi Pengembangan Model”.  
Sub pokok bahasan pada buku kedua ini lebih menekankan 
pada urgensi inklusi keuangan dalam pembangunan ekonomi 
dengan beragam tantangan dan kendala yang dihadapi dalam 
implementasinya. Hal ini sejalan dengan dinamika teknologi 
informasi yang semakin tiada batas baik dalam dimensi ruang 
dan waktu. 

Tematik inklusi keuangan telah menjadi bahasan menarik 
dan telah menjadi bagian dari program utama pembangunan 
di hampir seluruh negara di dunia dalam upaya pendalaman 
sistem keuangan secara merata pada seluruh strata masyarakat. 
Begitu halnya di Indonesia, tantangan terbesar implementasi 
inklusi keuangan yang memiliki karakteristik dan kohesi sosial 
berbeda baik secara geografi, demografi sosiologi dan budaya.

Secara khusus buku ini juga memberikan diskripsi inklusi 
dan literasi keuangan di Kabupaten Jember dan Kabupaten 
Bondowoso Provinsi Jawa Timur. Semoga bermanfaat dan 
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memberikan wawasan baru dalam pengembangan dan 
penguatan inklusi dan literasi keuangan khususnya di 
Indonesia.

      Jember, Agustus 2018
     Penulis
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BAB 1 

KONSTELASI INKLUSI KEUANGAN 

GLOBAL 

 

 

 

 

 

 

1.1 Pendahuluan 

Pasca fenomena krisis keuangan global tahun 2008 yang 

dialami sebagian negara-negara di dunia, isu mengenai 

inklusi keuangan (financial inclusion) menjadi diskusi menarik 

dalam banyak forum internasional seperti G20, Asia-Pacific 

Economic Cooperation (APEC), World Bank, Asian Development 

Bank (ADB), dan Alliance for Financial Inclusion (AFI). Hal ini 

mengingat fenomena krisis keuangan global memberikan 

pelajaran berharga bagi banyak negara dalam menjaga 

pentingnya stabilitas sistem keuangan untuk mencapai 

stabilitas makroekonomi.  

Pada forum G20 yang diadakan pada tahun 2009 di 

Pittsburgh, Amerika Serikat, terminologi inklusi keuangan 

menjadi salah satu topik kajian menarik kedepan. Topik 

tersebut diangkat didasarkan pada dampak krisis 2008 yang 

dialami oleh beberapa negara yang termasuk pada negara 

dengan kondisi pendapatan perkapita rendah, tinggal di 
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daerah terpencil, dan banyaknya masyarakat pinggiran (Park 

& Mercado, 2015; Bank Indonesia, 2015). Forum G20 

menghasilkan kesepakatan bersama mengenai upaya-upaya 

dalam menghadapi kondisi inklusi keuangan dengan 

menyusun pedoman pengembangan keuangan inklusif yaitu  

“The 9Principles for Innovative Financial Inclusion” yang di 

dalamnya memuat beberapa prinsip yang meliputi leadership, 

diversity, innovation, protection, empowerment, cooperation, 

knowledge, proportionality, dan framework (Alliance for Financial 

Inclusion, 2011). Hasil kesepakatan forum G20 mendorong 

banyak forum internasional untuk menitikberatkan 

pentingnya menjaga stabilitas keuangan yang terintegrasi 

dalam program kegiatan terkait keuangan inklusif seperti 

CGAP, World Bank, Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC), 

Asian Development Bank (ADB), Alliance for Financial Inclusion 

(AFI), termasuk standard body seperti Bank for International 

Settlements (BIS) dan Financial Action Task Force (FATF), dan 

juga negara-negara berkembang tak terkecuali Indonesia. 

Prinsip keuangan inklusif telah menjadi bagian penting 

dalam mencapai kesejahteraan masyarakat di suatu negara. 

Keuangan inklusif membantu masyarakat dalam mengelola 

keuangan yang dimiliki dan memberikan kemudahan dalam 

mengakses jasa lembaga keuangan untuk memperlancar 

aktifitas sosial ekonomi. Tak dapat dipungkiri, masih terdapat 

sebagian masyarakat yang belum tersentuh lembaga 

keuangan atau unbanked. Terdapat berbagai motivasi yang 

menyebabkan masyarakat menjadi unbanked atau tidak 

memiliki akses ke bank atau lembaga keuangan. Kondisi 

tersebut dapat dilihat dari dua sisi, baik dari sisi supply atau 

penyedia jasa, dalam kondisi ini perbankan dan baik dalam 
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sisi demand atau masyarakat itu sendiri (Bank Indonesia, 

2015). Salah satu alasan utama masyarakat menjadi unbanked 

adalah terbatasnya informasi (lack of access to information) yang 

diterima oleh masyarakat terkait akses keuangan (information 

barrier) serta mahalnya administrasi untuk akses keuangan 

tersebut (price barrier) (Shankar, 2013; Rowlingson & McKay, 

2014). Sehingga dari kondisi tersebut keuangan inklusif  

diyakini mampu memberikan jawaban atas kondisi unbanked 

dengan memberikan banyak manfaat yang dapat dinikmati 

baik oleh masyarakat, pemerintah dan pihak swasta yaitu 

antara lain sebagai berikut (Bank Indonesia, 2015): (a) 

meningkatkan efisiensi ekonomi dan mendukung stabilitas 

sistem keuangan; (b) mengurangi shadow banking atau 

irresponsible finance; (c) mendukung pendalaman pasar 

keuangan; (d) memberikan potensi pasar baru bagi 

perbankan; (e) mendukung peningkatan Human Development 

Index (HDI); (f) berkontribusi positif terhadap pertumbuhan 

ekonomi lokal dan nasional yang berkelanjutan;  dan 

mengurangi kesenjangan (inequality) dan rigiditas low income 

trap. 

Pada aras kebijakan, implementasi keuangan inklusif 

antara negara satu dengan negara lainnya memiliki variasi, 

pola dan inovasi yang berbeda-beda, namun secara umum 

dimaksudkan untuk menurunkan eksklusi keuangan yang 

dapat dilakukan paling tidak melalui dua pendekatan 

strategis, baik pendekatan secara komprehensif maupun 

pendekatan secara umum (Shankar, 2013; Munyanyi, 2014; 

Cull et al., 2014).Pendekatan secara komprehensif dilakukan 

dengan menyusun suatu strategi nasional melaui program 

terpisah, salah satunya contohnya yakni memberikan edukasi 
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Inklusi keuangan berkembang sebagai kritik terhadap 

upaya pengentasan kemiskinan dan pencapaian 

pertumbuhan ekonomi inklusif. Jasa keuangan dapat 

mendorong pembangunan dan pengentasan kemiskinan 

melalui fasilitasi investasi kesehatan, pendidikan, usaha, dan 

pengelolaan keuangan. World Bank melalui The Commission 

on Growth and Development (2008) menyebutkan bahwa 

pertumbuhan inklusif merupakan pertumbuhan yang fokus 

pada perluasan skala ekonomi, perluasan akses asset 

perekonomian dan pasar yang pada akhirnya menciptakan 

kemerataan peluang bagi generasi selanjutnya. Pertumbuhan 

inklusif merupakan sebuah proses untuk memastikan bahwa 

semua kelompok yang terpinggirkan (miskin) dapat terlibat 

dalam proses pembangunan (Samans et al., 2015). Konsep 

tersebut mengupayakan pemberian hak bagi kelompok/ 

kaum yang termarginalkan di dalam proses pembangunan. 
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Pertumbuhan dianggap sebagai pertumbuhan yang pro-

kemiskinan apabila masyarakat miskin diuntungkan yang 

tercermin dari beberapa ukuran kemiskinan yang disepakati 

secara luas (Ravallion & Chen, 2002). Terkait dengan realitas 

empiris ini mendapat rujukan berarti dari Kraay (2004) yang 

menyatakan bahwa pertumbuhan dikatakan pro-kemiskinan 

jika pendapatan dari masyarakat miskin tumbuh lebih cepat 

daripada pendapatan masyarakat secara keseluruhan.  

Pencapaian pertumbuhan inklusif melalui pendalaman 

keuangan atau inklusi keuangan ditentukan oleh peran 

lembaga keuangan. Pasar dan institusi keuangan memiliki 

fungsi untuk mengurangi efek informasi asimetris dan biaya 

transaksi. Lembaga keuangan melalui perannya dapat 

membantu memobilisasi dana dan tabungan serta 

menyediakan layanan pembayaran yang memfasilitasi 

pertukaran barang dan jasa (Wang’oo, 2008). Selain itu, 

lembaga keuangan juga memproduksi dan memproses 

informasi tentang investor dan proyek investasi sehingga 

memungkinkan alokasi dana yang lebih efisien. Minimnya 

lembaga keuangan dan pasar yang efisien serta maju 

menyebabkan pendapatan dan standar hidup masyarakat 

mengarah pada pembangunan ekonomi yang rendah. 

Lembaga dan pasar keuangan yang bekerja dengan baik akan 

memberikan kesempatan bagi semua pelaku ekonomi untuk 

mendapatkan keuntungan dalam investasi terbaik dengan 

mengalokasikan dana untuk penggunaan yang paling 

produktif sehingga dapat mendorong pertumbuhan, 

meningkatkan distribusi pendapatan dan mengurangi 

kemiskinan (Wang’oo, 2008). 
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Di negara berkembang sebagian besar masyarakat masih 

tidak memiliki akses terhadap lembaga keuangan. Hal ini 

diistilahkan unbanked  yang mengacu pada artian masyarakat 

yang tidak menggunakan layanan keuangan formal seperti 

perbankan. Sekitar 50 persen masyarakat di dunia tidak 

memiliki akses terhadap perbankan (Aguerra, 2015). 

Pernyataan tersebut  mengindikasikan bahwa layanan jasa 

keuangan belum mampu seluruh lapisan masyarakat. 

Terdapat kesenjangan yang ekstrim dalam akses dan 

penggunaan layanan keuangan formal di dalam dan di luar 

negeri. Peningkatan akses layanan keuangan juga dapat 

meningkatkan penciptaan lapangan kerja, mengurangi 

kerentanan terhadap guncangan (shock) dan meningkatkan 

investasi sebagai modal masyarakat. Dengan rendahnya 

sistem keuangan inklusif, individu dan perusahaan perlu 

bergantung pada sumber daya mereka sendiri yang terbatas 

dalam memenuhi kebutuhan keuangan mereka dan mengejar 

peluang pertumbuhan yang menjanjikan. 

Dalam mencapai tujuan stabilitas keuangan, bank 

berfokus pada penguatan sektor keuangan, peningkatan 

regulasi dan menciptakan kesadaran publik melalui literasi 

keuangan dan pendidikan sebagai bagian dari inklusi 

keuangan. Inklusi keuangan memiliki kontribusi besar 

terhadap stabilitas keuangan dan membantu mendorong 

pertumbuhan serta mengurangi ketidaksetaraan (inequality) 

(Adnan, 2011; Julie, 2013; Nancy, 2016).  Inklusi keuangan 

mengindikasikan tingginya akses dan penggunaan layanan 

keuangan formal oleh individu atau perusahaan dengan 

biaya yang terjangkau (Tarkesh, 2011). Berdasarkan definisi 

tersebut, keuangan yang inklusif memiliki peran penting 
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dalam mendorong pertumbuhan ekonomi (Alam dan Sami, 

2017; Raman, 2012; Okoye et al., 2017). Hal ini memungkinkan 

untuk mengurangi kesenjangan antar populasi masyarakat 

miskin dan kaya dalam memanfaatkan layanan keuangan. 

Financial inclusion merupakan antitesis dari eksklusi 

keuangan (Levshon dan Thrift, 1995., Adewale, 2014). 

Eksklusi keuangan menggambarkan bahwa masyarakat 

miskin tidak dapat mengakses fungsi dari sektor keuangan 

untuk mendapatkan akses terhadap lembaga keuangan akan 

merugikan masyarakat karena akses keuangan yang susah 

dijangkau oleh lapisan masyarakat, jaminan yang ditetapkan 

perbankan, riwayat kredit dan juga jaringan.  Oleh karena itu, 

kebijakan sektor keuangan harus menghilangkan hambatan 

tersebut agar mampu menjangkau masyarakat lebih luas. 

Menurut Demirgüç-Kunt et al. (2008) dan juga  Chandran dan 

Manju, (2010) untuk menghilangkan hambatan sektor 

keuangan dilakukan melalui penghapusan hambatan harga 

maupun non harga karena tanpa menghilangkan financial 

barriers  masyarakat miskin secara terus-menerus akan tetap 

miskin. Inklusi keuangan merupakan sebuah konsep baru 

yang mana dapat membantu pembangunan yang 

berkelanjutan suatu negara serta pendorong utama 

pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan, layanan 

keuangan yang tersedia bagi masyarakat yang belum 

terjangkau dengan bantuan lembaga keuangan (Paramasivan 

dan Ganeshkumar, 2013; Aguera, 2015). Inklusi Keuangan 

yang baik memiliki ciri terjangkau oleh konsumen, 

berkelanjutan atau menguntungkan bagi penyedia dan aman 

(tidak mengancam perlindungan konsumen atau stabilitas) 

(Aguera, 2015). 
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3.1 Sistem Keuangan di Indonesia 

Sistem keuangan terdiri dari otoritas keuangan, sistem 

perbankan, dan sistem lembaga keuangan bukan bank yang 

merupakan tatanan dalam perekonomian suatu negara yang 

memiliki peran utama dalam menyediakan fasilitas jasa-jasa 

keuangan. Fasilitas jasa keuangan tersebut diberikan oleh 

lembaga-lembaga keuangan. Sektor keuangan memiliki peran 

yang penting dalam sistem perekonomian melalui 

pertumbuhan ekonomi, akumulasi kapital, dan inovasi 

teknologi (Levine, 1998).  

Sistem keuangan berfungsi untuk mengalihkan dana dari 

penabung (lender/savers) kepada peminjam (borrower/spender) 

untuk membiayai kegiatan yang produktif. Dana dapat 

berpindah dari penabung (unit surplus) ke peminjam (unit 

defisit) dalam 3 (tiga) cara, yaitu Pembiayaan Langsung 

(Direct Finance), Pembiayaan Semi Langsung (Semi Direct 
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Finance), dan Pembiayaan Tidak Langsung (Indirect Finance). 

Berikut ini akan dijelaskan masing masing cara tersebut. 

1) Pembiayaan Langsung adalah pemberian kredit/ 

pembiayaan langsung dilakukan oleh pemilik dana (unit 

surplus) ke peminjam (unit defisit) tanpa melibatkan 

lembaga intermediasi keuangan, sehingga ada 

penyerahan bukti hutang, seperti obligasi, saham atau 

promes kepada unit surplus. Bukti hutang atau surat 

berharga ini merupakan sekuritas primer. 

2) Pembiayaan Semi Langsung merupakan proses 

pemindahan dana yang dipinjamkan dari unit surplus ke 

unit defisit menggunakan perantara perorangan atau 

institusi. Pembiayaan dapat dilakukan dalam dua cara 

yaitu melalui bank investasi (investment bank) atau 

broker/dealer.  Jika dilakukan dengan menggunakan jasa 

bank investasi dan bank tersebut berfungsi sebagai 

underwriting surat berharga, maka transaksi ini dikenal 

sebagai pasar perdana (primary market). Pasar perdana 

merupakan pasar keuangan dimana surat berharga 

pertama kali dikeluarkan dan dijual kepada pembeli awal 

yang disebut dengan IPO (Initial Public Offering). 

Underwriting surat berharga merupakan institusi yang 

menjamin suatu harga dari surat berharga tertentu dan 

kemudian menjualnya kepada masyarakat. Jika dilakukan 

dengan menggunakan jasa broker/dealer maka transaksi 

ini dikenal dengan pasar sekunder (secondary market). 

Pasar sekunder merupakan pasar keuangan dimana surat 

berharga diperdagangkan setelah dikeluarkan oleh bursa. 

Broker merupakan agen dari investor yang 

mempertemukan pembeli dan penjual surat berharga; 
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sedangkan dealer merupakan penghubung pembeli dan 

penjual surat berharga dengan cara membeli dan menjual 

pada saat transaksi. 

3) Pembiayaan Tidak Langsung merupakan proses 

pemindahan dana pinjaman dari unit surplus ke unit 

defisit melalui lembaga intermediasi keuangan seperti 

bank, perusahaan asuransi, dana pensiun, pembiayaan 

sekuritas dan reksadana. Penggunaan lembaga 

intermediasi penting dalam perekonomian karena dapat 

mengatasi kelemahan yang ada dalam pembiayaan 

langsung. 

Fungsi intermediasi memungkinkan lembaga keuangan 

menggalang dana dari pihak yang memiliki kelebihan dana 

dan menyalurkannya ke pihak yang membutuhkan dana 

khususnya sektor riil. Pertumbuhan perekonomian yang 

pesat tidak lepas dari perkembangan sistem keuangan. Secara 

konsepsional, pentingnya stabilitas sistem keuangan dalam 

perekonomian didorong oleh empat hal, antara lain 

pertumbuhan sektor keuangan yang lebih besar 

dibandingkan dengan sektor riil, integrasi sistem keuangan 

global dan regional, kompleksitas sistem keuangan dan 

perubahan komposisi dalam proses sistem keuangan yang 

disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dimana 

komposisi aset non moneter menjadi lebih penting (Houben, 

2004).  

Fungsi pokok lain dalam suatu sistem keuangan yaitu 

fungsi tabungan, fungsi kekayaan, fungsi likuiditas, fungsi 

kredit, fungsi pembayaran, fungsi resiko dan fungsi 

kebijakan. Dalam sejarah sektor keuangan di Indonesia, 

sistem keuangan mengalami perubahan dan perkembangan 
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Perkembangan inklusi keuangan global yang sangat 

cepat didorong oleh perubahan percepatan dan inovasi 

teknologi khususnya media mobil phone sehingga menjadi 

lebih mudah terakses dan inklusif. Media komunikasi melalui 

mobil phone menjadi pilihan dalam menawarkan akses jasa 

keuangan pada masyarakat pada berbagai wilayah. Penetrasi 

mobile phone di dunia mencapai kurang lebih satu miliar orang 

namun di sisi lain sekitar 1,7 miliar pada tahun 2012 belum 

memanfaatkan lembaga keuangan formal. Hal ini disebabkan 

salah satu kendala dalam pengembangan inklusi keuangan 

adalah wilayah geografis tiap daerah yang berbeda-beda 

yang masih sulit terakses oleh layanan jasa keuangan. 

Implementasi financial inclusion khususnya lembaga 

keuangan perbankan masih menghadapi beberapa kendala 

baik yang dihadapi oleh masyarakat dan lembaga keuangan 

perbankan. Bagi masyarakat, kendala yang dihadapi seperti 

tidak adanya bank di sekitar tempat tinggalnya atau 
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memakan waktu yang cukup lama untuk menuju kantor 

cabang terdekat, selain itu juga tingkat pemahaman terhadap 

pengelolaan keuangan yang masih kurang. Adapun kendala 

yang dihadapi oleh lembaga keuangan perbankan antara lain 

adalah keterbatasan cakupan wilayah dalam  memperluas 

jaringan kantor. Di sisi lain, untuk menambah jaringan kantor 

di daerah terpencil perbankan dihadapkan pada persoalan 

biaya pendirian yang relatif mahal. 

 

4.1 Branchless Banking 

Branchless Banking merupakan salah satu bagian dari 

program financial inclusion untuk memberikan jasa keuangan 

dan sistem pembayaran secara terbatas melalui unit khusus 

pelayanan keuangan atau agen tanpa harus melalui pendirian 

kantor fisik bank. Dalam Preliminary Study Bank Indonesia 

(2011) disebutkan bahwa Branchless Banking secara umum 

merupakan strategi melayani masyarakat akan jasa keuangan 

tanpa ketergantungan pada kantor cabang bank secara fisik 

atau melakukan outsourcing proses transaksi layanan jasa 

perbankan kepada pihak ketiga. Strategi tersebut merupakan 

pelengkap dari jaringan kantor yang telah ada untuk 

menjangkau konsumen yang lebih luas secara efisien. 

Menurut CGAP (Consultative Group to Assist the Poor) definisi 

Branchless Banking sebagai pemberian jasa keuangan yang 

dilakukan di luar kantor cabang bank dengan menggunakan 

teknologi informasi dan komunikasi serta agen ritel bukan 

bank (Lyman et al., 2006). Keberadaan Branchless Banking 

diyakini berpotensi untuk mengurangi biaya dan sebaliknya 

justru meningkatkan pelayanan perbankan tanpa cabang 

dapat memperluas jangkauan pasar yang baru, yaitu segmen 
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masyarakat yang sebelumnya tidak atau belum terlayani oleh 

bank. Branchless Banking memanfaatkan teknologi guna 

memperluas jangkauan akses keuangan melalui kerjasama 

dengan agen ritel, lembaga keuangan mikro, operator telepon 

seluler dan perusahaan teknologi.  

Menurut CGAP terdapat beberapa elemen Branchless 

Banking yaitu 1) Penggunaan teknologi, seperti kartu 

pembayaran atau telepon selular untukmengidentifikasi 

konsumen dan mencatat transaksi secara elektronis dan 

dalambeberapa kasus memungkinkan konsumen untuk 

melakukan transaksi jarak jauh; 2) Penggunaan outlet pihak 

ketiga baik secara eksklusif maupun non eksklusif 

sepertikantor pos, pedagang kelontong, pom bensin, agen 

penjual pulsa telepon genggam, toko swalayan; 3) 

Menyediakan paling kurang jasa penarikan dan penyetoran 

disamping transaksi dan jasa keuangan lainnya; 4) Didukung 

oleh institusi yang diakui oleh pemerintah sebagai institusi 

yang dapat menjalankan fungsi pengumpulan dana pihak 

ketiga seperti bank.   

Pelayanan jasa keuangan melalui model Branchless 

Banking dapat dibedakan dalam dua tipe, yaitu:  

1. Bank Led Model  

Gambar 13 merupakan Bank Led Model, dimana dalam 

model ini perbankan menggunakan jasa telekomunikasi atau 

agen atau kedua-duanya untuk melayani kebutuhan 

masyarakat. Menurut Lyman, et., al. (2006), bank dapat 

menciptakan produk dan jasa keuangan, namun 

pendistribusian produk dan layanan tersebut dilakukan 

melalui retail agent yang mengelola nasabah. Bank berperan 

penuh mulai dari proses perizinan awal, pelaksanaan 
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Studi inklusi keuangan masyarakat di Kabupaten Jember 

dan Kabupaten Bondowoso mencakup profil umum atau 

sosial demografis responden yang menjadi sampel, deskripsi 

tingkat inklusi keuangan dan determinan inklusi keuangan di 

Kabupaten Jember dan Kabupaten Bondowoso. Responden 

yang menjadi sampel dalam kajian ini adalah masyarakat di 

Kabupaten Jember dan Kabupaten Bondowoso. Responden 

yang terpilih adalah dengan kisaran usia lebih dari 18 tahun 

hingga 70 tahun yang dianggap sudah matang dalam 

membuat keputusan dan mengelola keuangan. Dari tiap 

kabupaten dipilih tiga kecamatan sebagai sampel dengan 

kriteria daerah maju, berkembang (moderat) dan tertinggal. 

Di Kabupaten Jember meliputi Kecamatan Sumbersari 

sebagai daerah maju, Kecamatan Wuluhan sebagai daerah 

berkembang dan Kecamatan Kalisat sebagai daerah 

tertinggal. Sementara di Kabupaten Bondowoso meliputi 

Kota Bondowoso sebagai daerah maju, Kecamatan Sumber 
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Wringin sebagai daerah berkembang dan Kecamatan 

Tenggarang sebagai daerah tertinggal. Jumlah responden 

untuk tiap kecamatan adalah 60 orang sehingga total 

responden sebanyak 180 responden yang terdiri dari ibu 

rumah tangga, kalangan pekerja baik pemerintah maupun 

swasta dan pelajar atau mahasiswa untuk tiap Kabupaten. 

Total responden untuk dua kabupaten adalah 360 orang. 

 

5.1 Sosial Demografis Responden 

5.1.1 Sosial Demografis Responden Kabupaten Jember  

Responden dalam survei berjumlah 180 responden terdiri 

dari 58 orang laki-laki dan 122 orang perempuan. Pada 

umumnya responden telah menikah yaitu 62,1 persen dan 

37,9 persen belum menikah. Kisaran umur responden usia 19 

hingga 36 tahun adalah 63,3 persen, antara 36 hingga 60 

adalah 36,1 persen dan diatas 60 tahun adalah 0.6 persen. 

Sementara komposisi status pekerjaan responden adalah 14,4 

persen ibu rumah tangga, 10 persen PNS/TNI/POLRI, 24,4 

persen wiraswasta dan 30,6 persen pelajar atau mahasiswa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Sumber: Data Primer (diolah), 2015 

Gambar 5.1 Komposisi pekerjaan responden di Kabupaten Jember 
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sebanyak 7 orang yang diikuti jumlah keluarga sebanyak 6 

orang. Kondisi tersebut terjadi karena responden memiliki 

tanggungan dari keluarga besar yang terdiri dari Suami, Istri, 

Anak, Orang Tua/Mertua, dan keluarga lain yang tinggal 

dalam satu rumah. 

 

Sumber : Data Primer (diolah), 2015 

Gambar 5.2 Distribusi pendapatan responden di Kabupaten Jember 

 

Jamaknya tanggungan yang dibebankan pada respoden 

juga mengakibatkan variasi komponen pengeluaran yang 

harus menjadi kegiatan bulanan, mingguan atau bahkan 

harian. Pendapatan responden umumnya digunakan untuk 

pemenuhan kebutuhan primer yang mana digunakan untuk 

kebutuhan sehari-hari seperti kebutuhan sandang, pangan, 

dan papan. Tendensi kedua dan ketiga, komponen 

pengeluaran yang selalu dianggarkan dalam pengeluarannya 

adalah komunikasi dan biaya kewajiban. Seiring 

berkembangnya jaman yang memaksa masyarakat untuk 

lebih cerdas dalam berkomunikasi kini, hampir seluruh 
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persen belum menikah. Kisaran umur responden usia 19 

hingga 36 tahun adalah 64,2 persen, antara 36 hingga 60 

adalah 34,7 persen dan diatas 60 tahun adalah 1,1 persen. 

Sementara komposisi status pekerjaan responden adalah 23,3 

persen ibu rumah tangga, 16,5 persen PNS/TNI/POLRI, 29,5 

persen wiraswasta dan 7,4 persen pelajar atau mahasiswa. 

 

s 
Sumber : Data Primer (diolah), 2015 

Gambar 5.6 Komposisi pekerjaan responden di Kabupaten 
Bondowoso 

 

Paparan kondisi budaya di atas mempengaruhi masih 

rendahnya tingkat pendapatan responden. Rata-rata 

pendapatan responden hanya cukup untuk pemenuhan 

kebutuhan primer. Distribusi tingkat pendapatan yang 

diperoleh responden rata-rata berada berada pada kisaran 

dibawah Rp. 1.000.000,- karena memang mayoritas responden 

adalah wiraswasta dan ibu rumah tangga yang memiliki 

usaha atau bekerja pada sektor informal. Sementara 25,6 

persen responden memiliki pendapatan antara Rp. 2.000.000,- 

hingga Rp. 4.000.000,- diikuti sebanyak 46,2 persen responden 
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BAB 6 

STUDI LITERASI KEUANGAN  

DI DAERAH 

 

 

 

 

 

 

Dalam beberapa dekade terakhir, selain inklusi 

keuangan, literasi keuangan juga menjadi salah satu 

kebijakan pemerintah dan menjadi perhatian penting bagi 

pemerintah, industri perbankan, konsumen dan organisasi 

lainnya. Bahkan pada tanggal 19 November 2013, Presiden 

Republik Indonesia telah meresmikan peluncuran cetak biru 

literasi keuangan dengan misi adalah untuk memberikan 

edukasi di bidang keuangan kepada masyarakat Indonesia 

agar dapat mengelola keuangan secara cerdas serta 

meningkatkan akses informasi dan penggunaan produk jasa 

keuangan melalui pengembangan infrastruktur pendukung 

literasi keuangan. Literasi keuangan menjadi sangat penting 

terutama bagi rumah tangga dalam mengelola keuangan 

yang akan digunakan untuk kebutuhan penting yang akan 

datang seperti pendidikan, kesehatan, investasi dan 

sebagainya. Hal ini mengingat pengelolaan keuangan yang 
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tidak tepat dapat menyebabkan kerentanan rumah tangga 

terhadap potensi terjadinya krisis keuangan.  

Secara definitif, literasi keuangan memiliki beragam 

definisi yang berbeda-beda. Literasi keuangan dapat diartikan 

sebagai kemampuan untuk mengevaluasi dan mengelola 

secara efektif keuangan dalam mencapai keuangan yang baik 

(American Institute of Certified Public Accountants, 2013). 

Garman and Forgue (2000) mendefiniskan literasi keuangan 

sebagai pengetahuan terhadap realitas dan referensi dalam 

mengelola keuangan dengan sukses. Sementara menurut Kim 

(2001) bahwa literasi keuangan adalah pengetahuan dasar 

seseorang untuk dapat bertahan dalam kehidupan modern 

dengan semakin kompleknya prinsip dalam pengeluaran, 

tabungan dan investasi.  

Huston (2010) mengidentifikasi empat kategori definisi 

literasi keuangan dan pengetahuan yaitu keuangan dasar 

individu, pinjaman, tabungan atau investasi dan proteksi. 

Bahwa literasi keuangan secara konseptual memiliki dua 

dimensi yaitu memahami pengetahuan keuangan yang 

dimiliki secara teori dan menggunakan pengetahuan 

keuangan yang dimiliki secara aplikasi. Oleh karena itu 

literasi keuangan seharusnya didefinisikan sebagai mengukur 

seberapa baik seseorang dapat memahami dan menggunakan 

keuangan berdasarkan informasi yang dimiliki.  

Lusardi dan Mitchell (2006) menemukan bahwa 

rendahnya lterasi keuangan dipengaruhi oleh usia untuk 

kasus di Amerika Serikat begitu halnya studi Cole et al., (2008) 

bahwa usia menjadi faktor yang signifikan terhadap literasi 

keuangan di India dan Indonesia. Faktor lainnya adalah 

gender sebagaimana studi Mandell (2008), Cole et al., (2008), 
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Responden dalam survey berjumlah 180 responden terdiri 

dari 81 orang laki-laki dan 99 orang perempuan. Pada 

umumnya responden telah menikah yaitu 80 persen dan 20 

persen belum menikah. Kisaran umur responden usia 19 

hingga 36 tahun adalah 64,2 persen, antara 36 hingga 60 

adalah 34,7 persen dan diatas 60 tahun adalah 1,1 persen. 

Sementara komposisi status pekerjaan responden adalah 23,3 

persen ibu rumah tangga, 16,5 persen PNS/TNI/POLRI, 29,5 

persen wiraswasta dan 7,4 persen pelajar atau mahasiswa. 

 
Sumber : Data Primer (diolah), 2015 

Gambar 6.1 Komposisi Pekerjaan Responden 

 

Distribusi tingkat pendapatan yang diperoleh responden 

rata-rata berada berada pada kisaran dibawah Rp. 1.000.000,- 

karena memang mayoritas responden adalah ibu rumah 

tangga dan pelajar atau mahasiswa yang memiliki usaha atau 

bekerja pada sektor informal. Sementara 19 responden 

memiliki pendapatan antara Rp. 2.000.000,- hingga Rp. 

4.000.000,- diikuti sebanyak 15 responden dengan kisaran 

pendapatan antara Rp. 1.000.000,- hingga Rp. 2.000.000,- dan 

12 orang berada pada kisaran Rp. 4.000.000,- hingga Rp. 
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BAB 7 

POSISI STRATEGIS INKLUSI KEUANGAN 

DI DAERAH 

 

 

 

 

 

 

7.1 Srategi Inklusi Keuangan di Kabupaten Jember dan 

Bondowoso 

Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi salah satunya 

didukung oleh sektor keuangan baik perbankan maupun 

non-bank. Pembangunan sektor perbankan dapat mendorong 

pertumbuhan ekonomi (Cheng dan Degryse, 2006). Sektor 

perbankan merupakan lembaga intermediasi antara pemilik 

modal dengan pihak yang membutuhkan modal. Sistem 

keuangan yang berfungsi dengan baik dapat meningkatkan 

keadaan konsumen yang memungkinkan untuk melakukan 

pembelian lebih baik (Mishkin, 2008). Indonesia sebagai 

negara yang sedang berkembang bergantung terhadap situasi 

ekonomi global. Ketidakpastian ekonomi global turut pula 

menyebabkan keguncangan ekonomi dalam negeri. Sehingga 

penguatan sistem keuangan diperlukan bagi keberlang-

sungan pembangunan ekonomi. Ketahanan keuangan 
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menjadi salah satu faktor dalam keberlangsungan 

pembangunan ekonomi suatu negara. 

Inklusi keuangan telah menjadi diskusi menarik dalam 

beberapa tahun terakhir. Meskipun jumlah rekening 

tabungan di dunia lebih besar dari jumlah penduduk dunia 

namun separuh dari masyarakat dewasa masih belum 

memiliki tabungan atau unbanked. Dalam tataran makro, 

perkembangan keuangan adalah mengukur kedalaman jasa 

keuangan seperti proporsi jumlah kredit sektor swasta 

terhadap Gross Domestic Product (GDP). Oleh karena itu 

inklusi keuangan terkait langsung dengan pemerataan 

pembangunan dan penanggulangan kemiskinan. Inklusi 

keuangan juga memiliki peran penting terhadap 

pembangunan kualitas manusia. Sementara pada tataran 

mikro, adalah membantu masyarakat terhadap jasa keuangan 

dapat memitigasi resiko pada saat terjadi kejutan 

perekonomian. Adanya kejutan dapat menjadi catastrophic. 

Jasa keuangan membantu mesayarakat dalam menabung dan 

mendapatkan keuntungan bunga sehingga menjadi modal 

produktif dan nantinya memberikan implikasi bagi stabilitas 

keuangan secara keseluruhan (Beck, et. al., 2006). 

Dalam hal untuk meningkatkan strategi inklusi keuangan 

di Kabupaten Jember dan Bondowoso, identifikasi terhadap 

potensi dan masalah menjadi sangat penting dalam 

memetakan strategi inklusi keuangan. Salah satunya adalah 

dengan menggunakan analisis Strengths, Weakness, 

Opportunity dan Threats (SWOT). Analisis SWOT adalah 

identifikasi terhadap berbagai faktor secara sistematis untuk 

merumuskan strategi. Analisis ini didasarkan pada logika 

yang dapat memaksimalkan kekuatan (strengths) dan peluang 
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(opportunities), namun secara bersamaan dapat meminimalkan 

kelemahan (weakness) dan ancaman (threatness) (Rangkuti, 

2000). 

Pemetaan potensi atau posisi strategis inklusi keuangan 

mencakup 23 faktor yang terdiri dari 13 faktor internal dan 8 

faktor eksternal. Faktor kekuatan internal mencakup 

banyaknya kegiatan sosial budaya masyarakat, banyaknya 

masyarakat yang memiliki alat komunikasi, besarnya minat 

masyarakat dalam menabung, besarnya minat masyarakat 

dalam memanfaatkan penawaran kredit, potensi sosial 

ekonomi yang berkembang di masyarakat, ketertarikan 

masyarakat terhadap lembaga keuangan, serta 

berkembangnya UMKM. Sementara kelemahan internal 

antara lain adalah masih rendahnya literasi masyarakat 

terhadap jasa keuangan formal, masih tingginya minat 

masyarakat terhadap jasa keuangan non formal, tingginya 

kekhawatiran masyarakat dalam memanfaatkan penawaran 

kredit dari perbankan, masih tingginya penawaran pinjaman 

dari lembaga keuangan non formal dengan bunga tinggi 

namun dengan prosedur mudah, masih adanya pandangan 

atau budaya sebagian masyarakat yang tabu terhadap 

lembaga keuangan, serta masih rendahnya sosialisasi produk 

jasa keuangan secara persuasif. 

Faktor eksternal peluang mencakup perkembangan 

jumlah penduduk, dinamika pertumbuhan ekonomi regional 

dan global, perkembangan teknologi informasi di masyarakat, 

peningkatan mobilitas dan kebutuhan sosial ekonomi 

masyarakat, dan dinamika pola pikir yang berkembang di 

masyarakat terhadap jasa keuangan. Sedangkan kendala 

eksternal adalah meningkatnya jumlah lembaga keuangan 
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PENUTUP 

 

 

 

 

 

 

Pemahaman atas kerangka kerja inklusi keuangan dari 

tataran konsepsional hingga mencermati impentasinya di 

lapangan menjadi tidak saja penting tetapi juga urgent dalam 

proses pembangunan keuangan masyarakat. Kenyataan 

terkadang memiliki banyak anomali dengan konsepsi dan 

kebijakan yang ada. Namun demikian evaluasi dan monitoring 

dalam rupa yang intensif dan berkelanjutan menjadi perlu 

mendapat penekanan. Sebagaimana paparan dalam bab-bab 

di atas dari ranah konsepsional, rancangan kebijakan hingga 

analisis empiris menyadarkan perlunya secara konsisten 

membedah pola pikir dan perilaku masyarakat dalam 

kepentingan memahami aset keuangan yang dimilikinya 

hingga aku cerdas dalam mengakses lembaga-lembaga 

keuangan yang ada.  

Secara agregat inklusi keuangan di daerah menunjukkan 

karakteristik pola inklusi yang sama dan sudah cukup baik. 

Hal ini diindikasikan dengan ketersediaan jumlah lembaga 

perbankan yang cukup dengan fasilitas pelayanan 

keuangannya, kebutuhan masyarakat terhadap jasa lembaga 
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keuangan formal dan intensitas keterlibatan masyarakat 

dalam penggunaan jasa lembaga keuangan formal. Namun 

sebagian masyarakat masih memiliki keterbatasan dalam 

menjangkau keuangan yang disebabkan oleh tingkat literasi 

keuangan yang masih rendah dan tertutupnya informasi dari 

masyarakat akibat ketakutan dan kekhawatiran dengan 

pemberi jasa keuangan individu lainnya. Sementara akses 

masyarakat terhadap fasilitas kredit keuangan khususnya 

kredit usaha cukup tinggi dan menjadi indikasi potensial 

dalam mengembangkan sektor riil. 

Determinan inklusi keuangan masyarakat adalah usia, 

tingkat pendidikan, literasi keuangan dan jarak lembaga 

keuangan pada keterjangkauan masyarakat. Beberapa hal 

menarik dari temuan penelitian bahwa peluang laki-laki lebih 

kecil dibandingkan dengan perempuan karena dominasi 

perempuan dalam pengelolaan keuangan, begitu halnya 

dengan tingkat pendapatan tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap inklusi keuangan. Hal ini menunjukkan 

tidak terdapat kesenjangan pendapatan yang mempengaruhi 

inklusi, masyarakat dengan strata pendapatan berbeda 

memiliki pola yang sama dalam menjangkau jasa keuangan.  

Inklusi keuangan merupakan strategi pembangunan 

nasional dan daerah yang berpusat pada masyarakat ini perlu 

memfokuskan pada kelompok yang mengalami hambatan 

untuk mengakses layanan keuangan. Maka kerangka strategi 

inklusi keuangan terdiri dari (1) Edukasi keuangan bertujuan 

meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat luas 

tentang produk-produk dan jasa-jasa keuangan yang ada 

dalam pasar keuangan formal, aspek perlindungan konsumen 

dan pemahaman manajemen risiko. (2) Fasilitas keuangan 

Digital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


205 

 

Inklusi Keuangan dalam Persimpangan Kohesi Sosial  
dan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan 

publik mengacu pada kemampuan dan peran pemerintah 

dalam penyediaan pembiayaan keuangan publik baik secara 

langsung maupun bersyarat guna mendorong pemberdayaan 

ekonomi masyarakat. (3) Pemetaan informasi keuangan. (4) 

Pelaksanaan program inklusi keuangan membutuhkan 

dukungan kebijakan baik oleh pemerintah maupun Bank 

Indonesia guna meningkatkan akses akan layanan jasa 

keuangan. (5) Perlindungan konsumen bertujuan agar 

masyarakat memiliki jaminan rasa aman dalam berinteraksi 

dengan institusi keuangan dalam memanfaatkan produk dan 

layanan jasa keuangan yang ditawarkan. 

Secara agregat baik pada tingkat basic financial literacy dan 

advanced financial literacy dipengaruhi tingkat pendapatan, 

pendidikan, gender, kepemilikan terhadap produk keuangan 

dan perilaku masyarakat terhadap jasa keuangan. 

Kepemilikan produk keuangan dana pensiun masih rendah 

yang disebabkan masih minimnya pengetahuan mengenai 

dana pensiun dan berbanding terbalik dengan kepemilikan 

pada produk asuransi. Pentingnya keseimbangan antara 

inklusi keuangan dan literasi keuangan yang baik. 

Diharapkan masyarakat yang memiliki literasi keuangan 

yang baik pula sebagai sebuah ekosistem keuangan yang 

memiliki simbiosis dalam menghasilkan inovasi produk-

produk keuangan sejalan dengan perkembangan teknologi 

informasi. Inklusi keuangan dapat menjangkau seluruh 

wilayah secara merata terutama daerah remote area, dan 

produk jasa keuangan semakin inovatif sesuai dengan 

karakteristik demografi dan budaya masyarakat di tiap 

daerah.  
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Secara spesifik, peningkatan literasi keuangan dapat 

dilakukan melalui beberapa strategi prioritas terutama bagi 

individu, rumah tangga dan kelompok masyarakat yaitu 1) 

memberikan pendidikan literasi keuangan untuk generasi 

yang akan datang melalui sistem pendidikan formal; 2) 

meningkatkan akses informasi dan instrumen serta 

sumberdaya pengelolaan keuangan; dan 3) mendorong 

peningkatan kualitas pemahaman keuangan melalui beragam 

program dan bantuan. 
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